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ABSTRAK 
ADIS  NEVI  YULIANI. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Insubordinasi oleh 
Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Nomor : PUT/136-
K/PM III-16/AD/VIII/2012). Dibimbing oleh Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si, 
DFM.  sebagai Pembimbing I dan Hj. Haeranah, S.H, M.H. sebagai  
Pembimbing  II. 
Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana Warga Negara 
Indonesia lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan 
wajib menjunjung tinggi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Amandemen Keempat yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah 
satu tindak pidana yang diancamkan kepada para anggota Tentara 
Nasional Indonesia dikelompokkan pada Bab II KUHPM tentang 
kejahatan-kejahatan seperti yang disebabkan karena anggota Tentara 
Nasional Indonesia itu sendiri menolak atau dengan sengaja tidak 
mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui suatu 
perintah, atau dengan sengaja melawan atau menyerang atasan dengan 
tindakan nyata, salah satunya mengenai Insubordinasi. Tindak pidana 
Insubordinasi diatur di dalam Pasal 106 KUHPM yang berbunyi sebagai 
berikut: dihukum sebagai bersalah karena Insubordinasi, anggota tentara 
yang dengan sengaja tindakan nyata menyerang seseorang atasan, 
melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas 
kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau 
mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena Insubordinasi 
dengan tindakan nyata. 
Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang 
dilakukan secara kualitatif  dengan bertumpu  pada studi kepustakaan  
(Library  Reseach) dengan menggunakan pendekatan peraturan 
perundang-undangan. Metode penelitian normatif ini juga dilakukan 
dengan cara menarik asas Hukum yang ada pada Hukum positif tertulis. 
Selain itu dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematik 
Hukum mengenai peristiwa Hukum atau hubungan yang terjadi di 
masyarakat dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk 
peristiwa Hukum tersebut. Kemudian dilakukan taraf sinkronisasi 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan 
kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dan 
permasalahan penilitian 
 
Kata Kunci : Insubordinasi,  Pasal 106 KUHPM 
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BAB  I 
  PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai 
TNI adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan 
Negara serta melaksanakan pertahanan negara, demi tetap kokohnya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
     Tugas dan fungsi yang berat serta sangat strategis tersebut, 
tentunya harus dibarengi dengan kemampuan yang handal dari setiap 
prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut 
dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan 
negara dan bangsa. 
      Menurut  Salim Said,  (1996 : 56 ) : 
“yang menyatakan bahwa keberlangsungan suatu negara, salah 
satu unsur pokoknya, adalah dimilikinya angkatan bersenjata yang 
handal, karena melalui angkatan besenjata tersebut, negara akan 
dijaga kedaulatannya”. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa TNI sebagai angkatan  
bersenjata (dahulu ABRI) yang meliputi : TNI Angkatan Darat, TNI 
Angkatan Laut  dan TNI Angkatan  Udara, memiliki tanggung jawab yang 
sangat besar bagi keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.          
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Mempertahankan  dan menjaga keutuhan negara, agar tetap eksis 
dalam pergaulan di dunia Internasional, tentunya sangat tergantung pada 
kesediaan, kesiapan dan ketangguhan dari prajurit  atau anggota TNI 
dituntut melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain :  
1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945; 
2. Setia dan taat kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit; 
3. Melaksanakan perintah atasan (komando) dengan disiplin 
yang tinggi, produktif dan profesional; 
4. Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia; 
5. Berperilaku jujur, adil dan konsisten; 
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada 
golongan atau kelompok; 
7. Bersahaja, rendah hati, sederhana dan mampu memberikan 
perlindungan kepada masyarakat. 
Kondisi ideal  yang harus dilakukan olehsetiap prajurit atau 
anggota TNI sebagaimana yang dikemukakan di atas, tentunya 
merupakan suatu harapan yang diletakan pada pundak mereka, sebagai 
konsekuensi logis dari penjabaran tugas dan fungsi yang dimilikinya. 
Di dalam praktek, ternyata sebagai manusia biasa yang sering 
lupa atau lalai, maka dapat dikatakan masih sering ditemui adanya 
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oknum anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan 
melanggar  Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku. 
Dalam konteks ini, ada dua kasus pelanggaran yang biasa 
dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI yang berupa tindakan “Disersi” 
atau melarikan diri dari tugas yang diembannya, dan “Insubordinasi” atau 
melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI, 
merupakan kasus yang biasa dijumpai dalam ruang lingkup anggota TNI. 
Landasan Hukumnya dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan 
Perundangan mengenai Hukum Pidana Militer, yaitu pada Wetboek Van 
Militair Strafrecht (stbl. 1934 Nr. 167 jo UU No. 39 Tahun 1947) tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).  
Untuk mengetahui anggota TNI yang melakukan pelanggaran yang 
dikategorikan sebagai “Insubordinasi”, maka melalui tinjauan kasus yang 
ditangani oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar, dapat diketahui bahwa 
pelanggaran tersebut, cukup banyak dilakukan oleh  Anggota TNI dari 
berbagai kesatuan yang ada di tiga angkatan tersebut (Data pelanggaran 
Insubordinasi di Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun 2011-2012). 
Gambaran kasus-kasus Insubodinasi tersebut, tentunya 
merupakan tugas bagi setiap komandan yang ada pada setiap angkatan, 
karena penanganan mereka yang terlibat dalam kasus Insubordinasi 
tentunya sangat berlainan dengan kasus-kasus pelanggaran atau 
kejahatan lainnya. 
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Di dalam praktek, mereka yang melakukan pelanggaran 
Insubordinasi tersebut, setelah diberikan hukuman dan masih dapat 
diterima kembali pada kesatuannya, tidak dipecat (dikeluarkan dari dinas 
TNI) maka pembinaannya harus lebih spesifik dan ekstra hati-hati, 
berhubung kondisi mental (psikis) mereka,  memerlukan banyak 
perhatian dari para komandan dari masing- masing angkatan. 
Kondisi yang dikemukakan ini, tentunya bagi setiap komandan 
yang pada masing-masing kesatuan TNI, harus mempunyai kiat sendiri 
atau strategi dalam menghadapi para anggotanya yang dikategorikan 
pernah melakukan pelanggaran tugas atau melarikan diri dari kewajiban. 
Hal ini diperlukan agar upaya pembinaan yang dilakukan dapat 
berhasil secara optimal dan inilah sesungguhnya kondisi riil yang 
dihadapi oleh setiap jajaran komandan yang ada pada setiap kesatuan 
TNI yang kebetulan memiliki anggota yang melakukan tindakan 
insubordinasi, dimana dalam upaya untuk melakukan pembinaan 
khususnya pada anggota tersebut diharapkan dapat berhasil dengan 
baik. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembinaan yang 
sementara dilakukan harus mampu dibenahi dan diperbaiki, bukan saja 
sekadar untuk memenuhi kepentingan penegakan hukum dan disiplin 
militer, tetapi juga demi kepentingan para anggota TNI itu sendiri, 
sehingga melalui pembinaan tersebut,  mereka akan menjadi anggota 
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TNI yang sadar dan taat kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, hukum 
dan terhindar dari perbuatan tercela yang dilarang oleh norma hukum dan 
ketentuan yang ada pada TNI yang berlaku. 
Memperhatikan hal tersebut  diatas, sangatlah layak bilamana 
persoalan aspek hukum penanganan kasus Insubordinasi yang dilakukan 
oleh anggota TNI diketengahkan dalam bentuk skripsi ini, karena akan 
memberikan suatu wawasan atau sumbangsih pemikiran kepada 
masyarakat khususnya para komandan yang terlibat secara langsung  
pada pembinaan anggota tersebut.  
Demikian pula dengan Pengadilan Militer yang melakukan 
penanganan kasus Insubordinasi tersebut, akan lebih arif dan bijaksana 
didalam menjatuhkan hukuman kepada prajurit atau anggota TNI yang 
melakukan pelanggaran tersebut sesuai dengan perbuatannya.  
Berdasarkan hal tesebut, maka alasan pemilihan judul ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Penangan kasus Insubordinasi oleh anggota TNI, dilakukan 
secara khusus melalui Pengadilan Militer karena memang 
kewenangan mengadili berada dalam ruang lingkup 
peradilan militer sesuai ketentuan hukum yang berlaku, 
dimana diharapkan melalui penanganan ini akan dapat 
ditegakkan hukum militer dan displin militer dengan baik;  
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2. Untuk memberikan masukan yang berharga  kepada pihak 
komandan satuan militer dan Pengadilan Militer, bahwa 
pembinaan dan penjatuhan hukuman terkait dengan aspek 
hukum penanganan kasus anggota TNI yang melakukan 
Insubordinasi, harus memberikan dampak secara luas 
khususnya kepada semua anggota TNI, agar tidak terulang 
lagi perbuatan atau kesalahan tersebut; 
3. Sebagai sarana untuk mengembalikan para prajurit atau 
anggota TNI, ditengah-tengah kesatuannya kembali, agar 
menjadi warga TNI yang sadar dan taat kepada hukum, 
Sumpah Prajurit dan Sapta Marga yang berlaku.  
Menyikapi kondisi yang ada, maka  sesungguhnya yang terbaik 
bagi para komandan yang ada dalam ruang lingkup TNI, bagaimana 
melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan Sapta Marga, 
Sumpah Prajurit dan hukum yang berlaku serta membuat pembinaan 
yang dibutuhkan sebagai strategi tersendiri dalam menghadapi para 
anggotanya, karena dengan demikian dapat diharapkan kegiatan 
pembinaan yang berlangsung akan mencapai hasil optimal sebagaimana 
yang diinginkan.  
Dan kepada Pengadilan Militer sendiri untuk memberikan hukuman 
sesuai dengan tindakan perbuatan yang dilakukan oleh para Anggota TNI 
tersebut, melalui upaya ini diharapkan penegakkan Sapta Marga, 
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Sumpah Prajurit dan hukum yang telah dilaksanakan dengan baik, tetapi 
juga sekaligus kegiatan pembinaan anggota TNI khususnya kasus 
Insubordinasi  yang dilakukan olehanggota TNI akan berjalan dengan 
baik, benar, berkualitas, dan profesional. 
Karena melalui aspek hukum penanganan kasus inilah diharapkan 
akan mencapai hasil yang maksimal, sehinggah konstribusinya dari segi 
hukum dapat diwujudkan dan sekaligus kemanfaatan pembinaan dapat 
dirasakan oleh anggota TNI dan masyarakat secara keseluruhan.  
1.2.    Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan 
diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:  
1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materiil dalam 
penyelesaian tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan 
oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III - 16 Makassar ? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana pada pelaku tindak pidana Insubordinasi yang 
dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III - 16 
Makassar ? 
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1.3.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui aspek hukum penerapan Hukum Pidana 
Materiil pada kasus Insubordinasi yang dilakukan oleh 
anggota TNI di lingkungan Pengadilan Militer III-16 
Makassar. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana pada pelaku kasus Insubordinasi yang 
dilakukan oleh anggota TNI dan upaya hukum yang 
ditempuh, sehingga dapat berjalan sesuai dengan 
ketentuan berlaku. 
1.3.2 Kegunaan penelitian. 
a. Sebagai bahan masukan dan konstribusi dalam upaya 
pengembangan pengetahuan, terutama menyangkut aspek 
hukum penanganan kasus Insubordinasi anggota TNI oleh 
Pengadilan Militer III-16 Makassar.  
b. Sebagai bahan  masukan penulis dan mahasiswa lainnya 
yang  berkeinginan untuk mengetahui dan memperdalam 
mengenai praktek daripada aspek hukum penangan kasus 
Insubordinasi oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 
Makassar. 
9 
 
BAB  II 
TINJAUAN  PUSTAKA 
2.1 Tindak Pidana 
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana 
Kata “Tindak Pidana” yang dipergunakan para ahli hukum pidana 
di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain tindak pidana, 
perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan criminal, dan delik. Dari 
berbagai pengertian tersebut ada beberapa ahli hukum pidana yang 
merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap pengertian tindak 
pidana tersebut, salah satu perbedaan rumusan tersebut yang dikemukan 
Andi Hamzah (1994:87): 
Andi Zainal Abidin Farid mengusulkan pemakaian istilah 
“perbuatan criminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh 
Moeljanto itu kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan 
yaitu “perbuatan”, dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan 
logis antara keduanya. 
Istilah tindak pidana yang menurut para pakar yang tidak 
membedakannya dengan kata “delik” yang berasal dari bahasa latin 
“delictum” atau “delicta”, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah 
“strafbaarfeit”, terdiri dari “straf” berarti hukum, “baar” berarti dapat atau 
boleh dan “feit” berarti peristiwa, oleh para ahli hukum pidana digunakan 
dalam berbagai istilah  dengan sudut pandang masing-masing, antara 
lain dapat dilihat beberapa pengertian berikut ini : 
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Strafbaarfeit diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan 
berbagai istilah, oleh K. Wantjik Saleh (1985 : 9), yaitu : 
1. Perbuatan yang boleh dihukum 
2. Perbuatan pidana  
3. Pelanggaran pidana 
4. Tindak pidana 
5. Delik  
Menurut Tongat (2009 : 101), menjelaskan bahwa Istilah tindak 
pidana, delict dan perbuatan pidana banyak digunakan dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa istilah yang 
digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain : 
1. Peristiwa pidana, istilah ini dugunakan dalam Undang-
Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Khususnya Pasal 14 
 
2. Perbuatan Pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara 
untuk Menyelanggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan 
dan Pengadilan Sipil 
 
3. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam 
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang 
Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere 
Straftbepalingen. 
 
4. Hal yang diancam hukum istilah ini digunakan dalam 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. 
 
5. Sedangkan istilah tindak pidana digunakan dalam berbagai 
perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 
1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat 
Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pemasyarakatan Terpidana. 
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Pompe (P.A.F Lamintang 1984 : 173), perkataan strafbaarfeit 
secara teoritis dapat dirumuskan sebagai : 
“Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan sengaja 
atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana 
terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum 
dan kepentingan umum”. 
Vos (G.W Bawengan 1979 : 56), merupakan istilah peristiwa 
pidana adalah, “Suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-Undang  
diancam dengan hukuman.” 
Menurut  Soesilo Prajogo (2007 : 478) bahwa tindak pidana 
adalah: “Peristiwa pidana , suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi 
hukuman”. 
Roeslan Saleh (1983 : 13),  menggunakan istilah perbuatan 
pidana atau delik sebagai berikut: 
“perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai 
perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut 
dengan delik. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan 
pidana merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan 
atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan 
masyarakat yang dianggap adil dan baik”. 
Rusli Effendy (1983 : 52), menggunakan istilah peristiwa pidana 
dengan rumusan bahwa, ”Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang 
dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut untuk itu ia disebut dengan peristiwa pidana atau delik” 
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Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 55), tindak pidana atau 
dalam bahasa Belanda strafbaarfeit, yang sebenarnya merupakan istilah 
resmi dalam wetboek van strafecht atau Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa 
asing, yaitu delict  yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukum pidana dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana 
dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. 
Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 230) merumuskan delik sebagai 
berikut : 
a. perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan 
materiil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau 
keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar 
pembenar; 
 
b. bersifat universal, dan dikenal dimana-mana; 
 
c. lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-
delik khususnya yang subjeknya merupakan badan hukum, 
badan, orang mati; 
 
d. orang yang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan 
perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik; 
Menurut batasan pengertian diatas, delik adalah peristiwa pidana 
yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya 
diancam pidana. 
Tongat (2009 : 105-106), secara doctrinal dalam hukum pidana 
dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu: 
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a. Pandangan Monistis 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya 
merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan 
prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian 
perbuatan/tindak pidana sudah tercakup didalamnya 
perbuatan yang dilarang (criminal act) dan 
pertanggungjawaban/kesalahan (criminal responsibility). 
 
b. Pandangan Dualistik 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat 
keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada 
perbuatan pidana, pandangan dualistis memisah antara 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila 
menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak 
pidana sudah tercakup didalamnya baik criminal act 
maupun criminal responsibility, menurut pandangan 
dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, 
dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak 
pidana.  Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana 
tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi 
dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban 
pidana. 
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2.2 Hukum Militer  
2.2.1 Subjek Hukum Militer  
Hukum militer berlaku pada dasarnya bagi militer dan orang yang 
dipersamakan atau yang ditundukkan pada hukum militer. Secara singkat 
subjek hukum militer dapat disampaikan sebagai berikut:  
1. Militer, yakni orang yang menurut peraturan yang berlaku 
merupakan prajurit TNI 
(a) Prajurit sukarela, yaitu Warga Negara yang 
mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan atas 
kesediaan sendiri. 
(b) Prajurit Wajib yang mengabdikan diri dalam dinas 
keprajuritan berdasar Undang-Undang. 
(c) Mereka yang memakai uniform atau pakaian 
seragam militer dimuka umum terkecuali bila 
kemudian ternyata mereka bukan militer 
2. Orang yang dipersamakan statusnya dengan militer, yakni : 
(a) Para mantan anggota militer pada saat mereka 
mengenakan pakaian seragam militer atau yang 
dipergunakan untuk suatu dinas militer. 
(b) Orang-orang yang diberi pangkat militer tituler, orang 
yang dimiliterisir dan anggota dari organisasi atau 
badan yang dimiliterisasi. 
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(c) Militer asing yang mengikuti pasukan militer atau 
operasi militer atas ijin yang berwenang atau yang 
menjadi tawanan perang. 
3. Di dalam keadaan bahaya atau darurat dan sewaktu 
perang, hukum militer berlaku juga terhadap orang-orang 
sebagai berikut:  
A. Penduduk Wilayah Indonesia : 
(a) Yang berada disuatu daerah dimana 
dinyatakan berlakunya hukum militer.  
(b) Yang mengadakan usaha-usaha yang sangat 
merugikan keamanan Negara. 
B. Penduduk Wilayah Asing :  
(a) Yang sewaktu pertempuran melakukan 
kegiatan yang sangat merugikan 
kepentingan/keamanan pasukan Indonesia 
yang menduduki wilayah tersebut. 
(b) Yang wilayahnya diduduki oleh pasukan 
Indonesia dan dinyatakan bahwa hukum 
militer berlaku bagi daerah bersangkutan. 
C. Penduduk (Indonesia maupun negara lain) 
4. Yang secara spontan dan serentak bangkit memanggul 
senjata untuk mengusir suatu aggressor, yang oleh hukum 
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perang dinamakan “levee en masse” harus memenuhi 2 
(dua) syarat yaitu: 
(1) Mempergunakan senjata secara terang-terangan; 
(2) Mematuhi ketentuan-ketentuan hukum perang. 
5. Tergabung dalam pasukan-pasukan sukarelawan yang 
dibentuk untuk melawan suatu aggressor. Pasukan-
pasukan ini harus memenuhi 4 (empat) syarat: 
(1) Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab 
untuk para bawahannya. 
(2)  Mempergunakan senjata secara terang-terangan. 
(3) Para anggotanya mempergunakan suatu tanda 
pengenal tetap dan yang dapat jelas dikenal dari 
suatu jarak tertentu 
(4) Mematuhi ketentuan-ketentuan dari hukum perang. 
2.2.2  Asas-asas Hukum Militer 
 Asas-asas hukum yang bersifat umum pada dasarnya berlaku juga 
sebagai asas-asas Hukum Militer. Asas-asas yang bersifat khusus dalam 
Hukum Militer meliputi: 
a. Asas Kesatuan Komando (Unity of Command) ; yakni 
pengendalian dalam pelaksanaan tugas  TNI secara hierarki 
berada di bawah satu komando dan/atau penanggung 
jawab. 
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b. Asas Komando Bertanggung Jawab Terhadap Anak 
Buahnya;  yakni komando bertanggung jawab terhadap apa 
yang harus dan/atau tidak harus dilakukan oleh anak 
buahnya yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan 
tugas pokok TNI. 
c. Asas Kepentingan Militer (Military Necessity);  yakni setiap 
kegiatan harus diorientasikan pada kepentingan 
pelaksanaan tugas pokok TNI.  
d. Asas Tidak Mengenal Menyerah; yakni semangat dan 
motivasi TNI tidak boleh terhenti dalam menghadapi situasi 
sesulit apapun sebelum mencapai keberhasilan 
pelaksanaan tugas pokok. 
e. Asas Pembatasan; yakni pengerahan dan penggunaan 
kekuatan TNI tidak melampaui kepentingan untuk 
menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan 
keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa 
dan seluruh tumpah darah Indonesia. 
f. Asas Proposionalitas; yakni pengerahan dan penggunaan 
kekuatan TNI harus sesuai dengan kepentingan untuk 
menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan 
keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa 
dan seluruh tumbuh darah Indonesia. 
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g. Asas Tujuan; yakni sesuai tujuan strategi TNI untuk 
memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan 
menjamin keberhasilan Tugas Pokok TNI yang 
dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga tetap 
tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan 
keselamatan bangsa.  (Doktrin TNI Tri  Darma Eka Karma 
: 31) 
2.2.3  Hukum Pidana Militer 
Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum 
pidana dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formal. 
Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana 
yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum 
dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam 
hukuman pidana. 
A. Tindak Pidana Militer/Khusus. 
Tindak pidana militer adalah suatu tindakan pidana yang hanya 
dilakukan oleh seorang subjek militer, yang terdiri dari:  
(1) Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militare Delict) 
Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya 
dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk 
militer. 
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 Contoh: 
a. Tindak Pidana Insubordinasi yang tertera pada Pasal 105-
109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). 
b. Tindak pidana Disersi pada pasal 87 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Militer(KUHPM). 
c. Tindak Pidana Meninggalkan Pos Penjagaan Pasal 118 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). 
(2) Tindak Pidana Militer Campuran (Gemengde Militerire Delict) 
Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang 
dilarang, yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-
undangan lain, sedangkan ancaman hukumnya dirasakan terlalu ringan 
apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer.  Oleh karena diatur 
lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, 
disesuaikan dengan keadaan yang khas militer. 
 Jadi, walupun didalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 
52 KUHP tentang pemberatan ancaman pidana yang diatur dalam KUHP 
tersebut masih diarasakan belum  memenuhi rasa keadilan bagi 
seseorang anggota milter yang memang terjerat dengan sebuah kasus 
hukum. Oleh karena itu maka Hukum Pidana Khusus. Pengertian khusus 
itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer 
saja dan dalam keadaan tertentu pula.  
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2.3 Insubordinasi  
2.3.1 Pengertian Insubordinasi  
Menurut Pasal  106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 
(KUHPM) dinyatakan antara lain: 
1) Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang 
seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, merampas kemerdekaanya untutk 
bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan dan 
ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau 
mengabaikan suatau pekerjaan dinas, diancam karena 
Insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana 
penjara maksimum sembilan tahun.  
2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam 
dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun. 
3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak 
diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas 
tahun. 
2.3.2 Unsur Tindak Pidana Insubordinasi  
Unsur Tindak Pidana Insubordinasi yang berkaitan dalam Pasal 
106 KUHPM adalah : 
- Unsur ke-1 : Militer 
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- Unsur ke-2 : yang sengaja dengan tindak nyata, menyerang 
seorang atasan. 
- Unsur ke-3 :yang sengaja dengan tindak nyata, menyerang 
seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, merampas kemerdekaanya untuk 
bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau 
mengabaikan suatu pekerjaan dinas. 
- Unsur ke-4 : yang mengakibatkan luka.  
- Unsur ke-5 : yang mengakibatkan mati.  
2.4. Pengertian Pidana,  Pemidanaan  dan  Jenis Pidana 
2.4.1 Pengertian Pidana 
Muladi  dan  Barda Nawawi  (1984 : 4) menjelaskan bahwa 
pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:  
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan. 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yag telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 
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Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief (1996 : 136) 
menegaskan bahwa apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan 
secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana 
oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa system pemidanaan itu 
mencakup pengertian:  
a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemidanaan. 
b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. 
c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
fungsionalisasi/operasional/konkretisasi pidana. 
d. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang 
mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau 
dioperasionalkan secara konkret sehinggah dijatuhi sanksi 
(hukum pidana). 
2.4.2 Teori Pemidanaan  
Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada 2 (dua) pandangan 
konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang 
berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (retributive view) dan 
pandangan utilitarian (utilitarian view). Pandangan retributif 
mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku 
menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga 
pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap 
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kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-
masing.  Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (backward-
looking). Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat 
atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang 
ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak, 
pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku 
terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk 
mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang 
serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (forward-looking) 
dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (deterrence). 
Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, 
sebagai berikut: 
A.       Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)  
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembahasan. Inilah dasar 
pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat  tersebut 
telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan 
hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya. 
Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan 
untuk praktis seperti memperbaiki penjahat.  Kejahatan itu sendirilah yang 
untuk dijatuhkan pidana kepada pelanggar hukum. 
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Kant  berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana 
terdapat di dalam apa yang disebut Kategorischen Imperative 
menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan 
suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian 
atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu 
tujuan itu harus dikesampingkan (Lamintang, 1988 : 25).  
Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu 
tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan 
dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya 
untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik. 
B. Teori Relatif atau Teori Tujuan  (Doel Theorien) 
Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, 
artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 
memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, 
dibutuhkan proses pembinaan sikap mental atau membuat pelaku tidak 
berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori relatif 
atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat 
untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana 
itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 
(a) Bersifat menakut-nakuti (Afscbrikking) 
(b) Bersifat memperbaiki (Verbetering/Reclasering) 
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(c) Bersifat membinasakan (Onscbadelijk maken) 
C. Teori Gabungan atau Teori Modern  (Vereningings Theorien) 
Teori gabungan adalah kombinasi dari teori mensyaratkan bahwa 
pidana itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga 
yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan penderitaan. 
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List 
(Djoko Prakoso, 1988 : 47) dengan pandangan sebagai berikut: 
a. Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. 
b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 
bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan 
sosiologis. 
c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat 
digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.  
2.4.3 Jenis-Jenis Pidana  
2.4.3.1 Jenis-Jenis Pidana Umum  
Dalam Pasal 10 KUHP disebut tujuh jenis pidana, yaitu: 
A. Pidana Pokok : 
1. Pidana Mati 
2. Pidana Penjara 
3. Pidana Kurungan  
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4. Pidana Denda 
B. Pidana Tambahan: 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan 
hukuman selain yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP: 
1. Pidana Mati 
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang 
dicantumkan terhadap berbagai kejahatn yang sangat berat, 
misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), 
pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4), 
pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP. 
2. Pidana Penjara 
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan 
seseorang, yaitu berupa hukuman penjara lebih berat dari 
kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. 
Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap 
pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena 
kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan 
maksimun seumur hidup, hal ini diatur di dalam pasal 12 
KUHP sebagai berikut : 
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(1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama 
waktu tertentu. 
(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 
adalah satu hari dan paling lam adalam lima belas 
tahun berturut-turut. 
(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh 
dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam 
hal yang dipidananya hakim boleh memilih antara 
pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana 
penjara selama waktu tertentu atau antar pidana 
penjara selama waktu tertentu atau antar pidana 
penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal 
batas lima belas tahun dapat dilampaui karena 
perbarengan (concursus), pengulangan atau karena 
yang telah ditentukan dalam Pasal 52. 
(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak 
boleh lebih dari dua puluh tahun. 
  
3. Pidana Kurungan  
Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari 
seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam 
sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka 
waktunya lebih ringan dibandingkan pidana penjara, ini ditentukan 
oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana 
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ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata 
pidana kurungan menempati urutan ketiga. Sesuai Pasal 18 
KUHP, bahwa: 
“paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika 
ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau 
karena ketentuan pasal 52 dapat ditambah menjadi satu 
tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh 
lebih dari satu tahun empat bulan”. 
 
4.      Pidana Denda 
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah 
dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk 
membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan 
suatu perbuatan yang dapat dipidana. 
5.      Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah 
pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali 
dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. 
Menurut Hermin Hadiati bahwa ketentuan pidana 
tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana 
pokok, ketentuan tersebut adalah: 
1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping 
pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh 
dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya. 
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2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di 
dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan 
dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa 
pidana tambahan tidak diancamkan. 
3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi 
hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan 
pidana tertentu. 
4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam 
perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun 
sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya 
diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya 
atau tidak. 
      Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga 
bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan 
sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahanpun sering 
termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi. 
6. Pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan 
adalah: 
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
yang tertentu; 
2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 
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3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang 
diadakan berdasarkan aturan-aturan  umum; 
4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atau 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali 
pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan 
atas orang yang bukan anak sendiri; 
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan 
6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
7. Perampasan Barang-barang Tertentu 
      Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan 
jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya pidana denda. 
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat 
dalam pasal 39 KUHP yaitu : 
1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh 
dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan 
untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; 
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, 
dapat juga dijatuhan putusan perampasan 
berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam 
undang-undang; 
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3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang 
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi 
hanya atas barang-barang yang telah disita. 
8. Pengumuman Putusan Hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam pasal 43 KUHP 
yang mengatur bahwa: 
“apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum 
yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara  
melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana 
tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat 
dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang” 
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini 
dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat 
terhindar dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. 
Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas 
ditentukan berlaku pasal-pasal tindak pidana tertentu. 
Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang 
diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-
kejahatan: 
1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-
barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang 
2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-
barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan 
sengaja atau karena alpa 
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3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang 
lain luka atau mati 
4) Penggelapan 
5) Penipuan 
6) Tindakan merugikan pemiutang. 
2.4.3.2 Jenis-Jenis Pidana Militer 
Jenis Pidana Militer yang ditentukan dalam Pasal 6 KUHPM, 
adalah : 
a. Pidana-pidana utama: 
Ke-1, Pidana Mati; 
Ke-2, Pidana Penjara; 
Ke-3, Pidana Kurungan; 
Ke-4, Pidana Tutupan (UU No. 20 Tahun 1946) 
b. Pidana-pidana tambahan: 
Ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa 
pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan 
Bersenjata; 
Ke-2,  Penurunan Pangkat; 
Ke-3,  Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 
ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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2.5. Sanksi Bagi TNI Yang Melakukan Tindak Pidana. 
2.5.1. Sanksi Disiplin. 
Hukuman Disiplin Militer adalah benar-benar merupakan tindakan 
pendidikan bagi seseorang militer yang dijatuhi hukuman tersebut, 
disamping dikenal adanya tindakan pembinaan (opvoedende maatregel) 
yang erat sekali hubungannya dengan pembinaan (disiplin) militer. 
Pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer  dan 
penjeraan dan lebih ditekankan kepada pendidikan militernya, selama 
terpidana (militer) tidak dipecat dari dinas militer. 
Dalam menjatuhkan sanksi disiplin militer, menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Displin Militer (KUHDM) para anggota militer yang telah 
melanggar ketentuan disiplin, akan mendapatkan sanksi disiplin 
sebagaimana diatur dalam KUHDM, yaitu : 
Ke-1  tegoran; 
Ke-2  penahanan 
Ke-3  pemotongan gaji 
Ke-4  penurunan pangkat 
Ke-5  pengurangan makan untuk anggota militer yang berpangkat 
bintara 
 Ke-6  pemecatan dari dinas kemiliteran  
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2.5.2. Sanksi Pidana 
Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anggota TNI yang 
melakukan tindak pidana akan sama dijatuhi hukuman penjara 
maksimum.  Pada Pasal 106 ayat (2) KUHPM, dijelaskan bahwa apabila 
tindakan insubordinasi tersebut mengakibatkan luka, petindak akan 
diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.  Pada ayat 
(3), apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian, petindak akan 
diancam dengan penjara maksimum dua belas tahun.  
Ini sama halnya dengan yang diatur dalam KUHP, bahwa apabila 
tindakan melanggar hukum bagi petindak yang melanggarnya akan 
dijatuhi sanksi pidana penjara ataupun pidana denda.    
2.6. Pertimbangan Hukum dalam Penjatuhan Pidana. 
2.6.1   Pertimbangan Hukum.  
2.6.1.1 Dasar Pemberatan Pidana Umum 
A. Dasar Pemberatan Pidana Karena Jabatan 
Pemberatan karena jabatan ditentukaan dalam Pasal 52 KHUP 
yang rumusan lengkapnya adalah bilamana seorang pejabat karena 
melakukan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, 
atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, 
kesempatan atau sarana yang diberikan kepada jabatannya, pidananya 
ditambah sepertiga. 
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Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP ini 
adalah terletak pada keadaanjabatan dari kualitas si pembuat (pejabat 
atau pegawai negeri), ada 4 (empat) hal dalam melakukan tindak pidana 
dengan: 
1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya 
2. Memakai kekuasaan jabatannya 
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya 
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya 
Jadi pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP ini berlaku 
umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada kejahatan 
dan pelanggaran jabatan. Walaupun subjek hokum kejahatan 
pelanggaran jabatan adalah sama yakni pegawai negeri tetapi ada 
perbedaan antara tindak pidana dengan memperberat atas dasar Pasal 
52 KUHP ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan. 
1. Tindak pidana yang dapat diperberat menggunakan Pasal 
52 KUHP yang pada dasarnya adalah tindakan pidana yang 
dapat dilakukan setiap orang. 
2. Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan 
pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan dan 
pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan oleh subjek 
hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.  
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B. Dasar Pemberatan Pidana Dengan Menggunakan Sarana 
Bendera Kebangsaan. 
Melakukan suatu tindakan pidana dengan menggunakan sarana 
karena bendera dirumuskan dalam Pasal 52 a KUHP yang berbunyi : 
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut 
ditambah sepertiga. 
Ketentuan ini ditambahkan kedalam KUHP berdasarkan Undang-
Undang No. 73 Tahun 1958. Alasan pemberatan pidana yang diletakkan 
pada penggunaan bendera kebangsaan Republik Indonesia, dari sudut 
objektif dapat mengelabui orang-orang dapat menimbulkan kesan seolah-
olah apa yang dapat dilakukan  si pembuat itu adalah suatu perbuatan 
yang resmi, sehingga oleh karenannya dapat memperlancar atau 
mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan. 
Dalam Pasal 52 a KUHP ini tidak ditentukan tentang bagaimana 
caranya dalam memnggunakan bendera kebangsaan pada waktu 
melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan menggunakan 
cara apapun, yang penting kejahatan itu terwujud. 
Oleh karena itu dalam Pasal 52 a ini disebutkan secara tegas 
penggunaan bendera kebangsaan adalah waktu melakukan kejahatan, 
maka disana tidak berlaku pada pelanggaran. Disini berlaku pada kejatan 
manapun, termasuk kejahatan menurut Undang-Undang diluar KUHP. 
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C. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (Recidive) 
Ada dua arti pengulangan, yaitu pengulangan, yang satu menurut 
masyarakat (social) dan yang lain dalam hukum pidana. Yang pertama, 
masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah pidana, 
menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disana ada 
pengulangan, tanpa memperlihatkan syarat-syarat lainnya. Tetapi 
pengulangan dalam arti pidana,  yang merupakan dasar pemberat pidana 
ini, tidak cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, 
tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Undang-
Undang. 
Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan 
umum (general recidive)  yang artinya melakukan pengulangan berlaku 
untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini 
KUHP kita mengatur sebagai berikut:  
1) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-
tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang 
dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas 
pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 
486, 487 dan 488 KUHP. 
2) Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 368, 387,  dan 388 
itu KUHP juga menentukan pidana khusus tertentu yang 
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dapat  terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 
487 ayat (2), 495 ayat (2) dan 501 ayat (3).  
2.6.1.2 Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
Maksud diperberatnya pidana dasar pemberat pidana khusus ini 
adalah pada sipembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman 
maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab 
diperberatnya pidana dicantumkan secara tegas dan mengenai tindak 
pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus karena hanya 
berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantukannnya alasan 
pemberatan itu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. 
Dilihat dari berat ringannya ancaman pidana pada tindak pidana 
tertentu yang sama atau kualifikasinya, maka dapat dibedakan dalam 
tindak pidana dalam bentuk pokok (bentuk standar), bentuk yang lebih 
berat dan bentuk yang lebih ringan. Pada Pasal mengenai tindak pidana 
dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap (sempurna) unsur-
unsurnya (kecuali seperti Pasal 351 KUHP, penganiyaan), artinya 
rumusan dalam bentuk pokok mengandung arti yuridis dari (kualifikasi), 
jenis pidana itu, yang ancaman pidananya berada diantara bentuk yang 
diperberat dan diperingan. 
Mencantunkan atau melektakkan unsur pemberat khusus dari 
bentuk pokok suatu jenis tindak pidana, ternyata dilakukan dengan 3 
(tiga)  macam cara: 
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1) Dengan mencatumkan dalam satu pasal dan rumusan 
bentuk pokoknya, tetapi pada ayat yang berbeda misalnya, 
pada bentuk penganiyaan (Pasal 351 KUHP), bentuk 
pokonya dirumuskan pada ayat (1), unsur pemberatnya 
mengenai akibat luka berat dan kematian dirumuskan pada 
ayat (2)  dan  ayat (3). 
2) Dengan mencatumkan pada pasal diluar pasal yang lain 
dari rumusan pokoknya, penggelapan dilakukan oleh orang 
yang menguasai benda karena : hubungan kerja, pencarian 
atau karena  mendapat upah khusus untuk itu (Pasal 374 
KUHP) atau yang dilakukan oleh orang yang karena 
dititipkan dengan terpaksa, atau oleh wali, pengampu, wari, 
pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap benda 
yang dikuasainya (Pasal 375 KUHP) masuk dalam 
kelompok jenis/bab kejahatan penggelapan. 
3) Menyebutkan dasar pemberatan itu dalam pasal lain diluar 
pasal mengenai jenis tindak pidana yang sama, misalnya 
pada dasar pemberatan pidana kejahatan pemerasan 
(Pasal 368 KUHP) masuk dalam Bab XXIII dengan 
menunjuk berlakunya dasar pemberat pada Pasal 365 ayat 
(2) dan ayat (4), (Pasal 368 ayat (2)) dalam Bab XXIII. 
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2.6.1.3 Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana 
Umum. 
A.       Menurut KUHP : belum berumur 16 Tahun. 
Menurut  Pasal 45 KUHP ialah yang memperingankan pidana ialah 
sebab si pembuat adalah seorang anak yang umurnya belum mencapai 
16 (enambelas) tahun. Inilah satu-satunya dasar yang memperingakan 
pidana umum yang ditentukan dalam Bab III Buku I KUHP. 
Menurut Pasal 45 KUHP bahwa terhadap seorang yang belum 
dewasa yang dituntut pidana karena melakukan perbuatan ketika 
umurnya belum 16 (enambelas) tahun, maka hakim dapat menentukan 
salah satu diantara beberapa kemungkinan: 
1) Memerintahkan agar anak itu diperintahkan dikembalikan 
kepada orang tuanya atau walinya atau peliharanya, tanpa 
pidana apapun. 
2) Memerintahkan agar anak itu diserahkan kepada 
pemerintah tanpa pidana apapun, ialah apabila perbuatan 
yang dilakukannya adalah berupa kejahatan atau salah satu 
pelanggaran berdasarkan Pasal – pasal : 489, 490, 492, 
496, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 
KUHP serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah 
karena melakukan kejahatan/ salah satu pelanggaran 
tersebut diatas dengan putusan yang telah menjadi tetap. 
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B. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 : Anak yang umurnya telah 
mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin. 
Anak yang telah diduga melakukan tindak pidana dan belum 
berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi 
dapat dilakukan penyidikan (Pasal 5), dan dalam hal ini terdapat 2 (dua) 
kemungkinan yaitu : 
1) Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat dibina oleh 
orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, maka 
penyidik menyerahkan kembali anak itu kepada orang tua, 
wali, atau orang tua asuhnya. 
2) Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dibina lagi oleh 
orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya, maka 
penyidik menyerahkan anak itu kepada Kementerian Sosial 
setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing 
kemasyarakatan. 
C.       Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan 
Percobaan dan pembantuan adalah suatu ketentuan atau aturan 
hukum (yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang) mengenai 
penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang 
membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang 
mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku pembantu) tidak 
mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian 
syarat dari sekian syarat suatu tindakan pidana tertentu. 
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Ketentuan mengenai dipidananya, pembuat yang gagal 
(percobaan) dan pembuat pembantu tidak dimuat dalam Bab III buku I 
tentang “hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan 
pidana. Apabila pembentuk Undang-Undang berpandangan bahwa 
percobaan dan pembantuan itu adalah sebagai alasan pengurangan 
pidana sebagaimana halnya anak usianya belum berusia 16 (enambelas) 
tahun, maksud demikian tentulah hal percobaan dan pembantuan itu 
dimasukkan dalam Bab III Buku ini, dan tidak didalam buku lain. 
2.6.1.4 Dasar-Dasar Yang Menyebabkan Diperingannya Pidana 
Khusus 
Untuk dapat dinyatakan suatu tindak pidana sebagai lebih ringan 
tentu ada perbandingannya.  Dalam tindak pidana lebih ringan inilah 
unsur yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat. 
Tindak pidana pembandingannya ada 2 (dua) yaitu : 
1) Biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok disebut 
juga bentuk biasa atau bentuk standar  
2) Pada tindak lainnya (bukan termasuk bentuk pokok) tapi 
perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama 
Ada macam tindak pidana tertentu yang dapat dibedakan atau 
dikelompokkan ke dalam bentuk pokok, yang berat dan yang lebih ringan. 
Pada tindak pidana bentuk ringan (sama jenisnya) terdapat unsur tertentu 
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yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan daripada 
bentuk pokoknya. 
Tindak pidana yang lebih ringan, yang pembanding serta syarat-
syarat lainnya yang sama contohnya, kejahatan meninggalkan bayi 
karena takut diketahui melahirkan pada Pasal 305. Pasal 305 KUHP 
melarang orang menempatkan anaknya yang belum umurnya 7 tahun 
ditemukan atau meninggalkan anak dengan maksud untuk melepaskan 
diri daripadanya, yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. 
Sedangkan Pasal 308 KUHP kejahatan yang seperti itu jika dilakukan 
oleh seorang ibu terhadap bayinya sendiri tidak lama setelah ia 
melahirkan bayinya itu, karena takut diketahui melahirkannya maka 
pidana si ibu ini maksimum separu dari ancaman pidana Pasal 305 
KUHP.  Hal yang meringankan pidana dari kejahatan Pasal 308 KUHP ini 
ialah : pelaku ialah seorang ibu, dan dilakukan kejahatan itu pada bayinya 
sendiri, dan takut diketahui melahirkan bayinya. Dasar peringanan pidana 
ini berdiri secara kumulatif. 
2.6.2   Pertimbangan Subjektif 
 Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 
Undang-Undang.  Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang 
atau beberapa orang).  Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan 
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supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang 
harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana adalah sebagai berikut : 
1) Harus ada perbuatan, maksudnya memang benar ada suatu 
kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang. 
Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang 
dapat dipahami oleh oranglain sebagai sesuatu yang 
merupakan peristiwa. 
2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan 
dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan sebagai suatu 
peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hokum yang 
berlaku pada saat itu. Pelakunya benar-benar telah berbuat 
seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggung 
jawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. 
Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan 
bahwa ada perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. 
Pelakunyapun tidak perlu mempertanggungjawabkan. 
Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat 
disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang 
dalam melaksanakan tugas membela diri dari ancaman 
oranglain yang mengganggu keselamatan dan dalam 
keadaan darurat. 
3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung 
jawabkan. Maksudnya, bahwa perbuatan yang dilakukan 
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oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan 
sebagai suatu tindakan perbuatan yang disalahkan oleh 
ketentuan hukum. 
4) Harus melawan dengan hukum, Artinya suatu perbuatan 
yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau 
tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan 
hukum. 
5) Harus tersedia ancaman hukumannya, maksudnya kalau 
ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau 
keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu 
memuat sanksi ancaman hukumannya.   
2.7 Perbandingan Hukum Pidana Materil yang diatur dalam 
Pidana Umum (KUHP) dengan Hukum Pidana Militer (KUHPM) 
Sebelum membahas materi Hukum Pidana Militer yang terdapat 
dalam KUHPM lebih dahulu akan digambarkan beberapa prinsip-prinsip 
umum terlebih dahulu yang walaupun tidak secara tegas ditentukan 
dalam KUHPM. Prinsip pertama, menyangkut prinsip kesatuan hukum 
bagi militer, bahwa KUHPM berlaku untuk seluruh anggota militer. 
Hal tersebut di atas berarti baik mengenai norma-normanya 
maupun mengenai sanksinya, diadakan penyatuan.  Hal ini tidak berarti 
bahwa pembuat undang–undang tidak menginsyafi perbedaan kematraan 
dari masing-masing Angkatan, tetapi justeru pertimbangan utama 
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didasarkan pada suatu pendapat umum yang menegaskan bahwa 
kesatuan hukum lebih memberi pemuasan terhadap kesadaran hukum 
dan lebih dapat mencegah kesulitan-kesilitan dalam praktek. 
Prinsip kedua, ada beberapa pendapat yang menghendaki supaya 
KUHPM disatukan saja dalam KUHP. Alasan-alasan yang dikemukakan, 
antara lain : 
a. Bahwa Hukum Pidana Umum berlaku juga kepada setiap 
Militer. Sekiranya sanksi-sanksi pidana yang dicantumkan 
dalam pasal-pasal KUHP dirasakan kurang berat, dapat 
diperberat dengan penerapan Pasal 52 KUHP. 
b. Mengenai tindak pidana militer murni, dapat diadakan 
tersendiri dalam satu Bab pada Buku Kedua KUHP seperti 
“Kejahatan Jabatan” misalnya.  
c. Mengenai tindakan-tindakan yang lebih merupakan 
pelanggaran tata kehidupan militer dpat dimasukkan dalam 
Hukum Disiplin Militer. 
Sementara pendapat lainnya (S. R. Sianturi : 54), yang 
menyatakan bahwa KUHPM tetap tersendiri (dari KUHP) dengan 
beberapa pandangan dan alasan-alasan sebagai berikut : 
a. Anggota Militer sebagai Anggota Angkatan Perang 
tergabung dalam suatu organisasi tersendiri secara 
keseluruhan, mereka disatukan dan dipelihara/dirawat 
secara khusus karena diperuntukkan bagi suatu tugas yang 
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berat yang memerlukan kesatuan berpikir dan bertindak. 
Oleh karena itu diperlukan suatu ketentuan Hukum Pidana 
tersendiri.  
b. Bahwa sebagai akibat dari penggemblengan dan 
pengalaman-pengalaman dari seorang anggota militer, 
terutama dalam pertempuran-pertempuran, di dalam 
kalangan militer timbullah suatu cara berpikir dan 
pandangan-pandangan yang khas bercorak militer dan 
bahkan wajib dipelihara untuk selanjutnya. Misalnya : rasa 
jiwa korsa, setia kawan, rasa karsa, berani berkorban, 
semangat yang menyala-nyala, dan lain sebagainya. Tanpa 
cara berpikir dan pandangan-pandangan demikian itu, 
sebenarnya mereka tidak lebih dari pada seorang sipil yang 
berbaju hijau yang diperlengkapi dengan senjata. 
Kenyataan-kenyatan tersebut mau tidak mau harus dibina 
terutama dengan suatu peraturan hukum tersendiri. 
c. Bahwa ancaman pidana dalam Hukum Pidana Umum, 
sering dirasakan kurang memadai/kurang berat bagi 
seorang militer yang melakukan kejahatan, walaupun 
dengan penerapan Pasal 52 KUHP. Kadang-kadang 
diperlukan pidana (tambahan) yang berbeda dari pada yang 
ditentukan dalam KUHP. (Vide Pasal 140 dan 141 KUHPM 
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dan Pasal 135 ayat (2) dan (3) dalam hubungannya dengan 
Pasal 160 da 161 KUHP). 
d. Bahwa jika seluruh penambahan, pengurangan dan/atau 
penyimpangan terhadap ketentuan umum KUHP yang 
terdapat dalam KUHPM disatukan dalam KUHP, maka akan 
lebih mengacaukan sistematika KUHP itu sendiri dari pada 
menyederhanakan kedua kitab tersebut. 
e. Mengenai pemasukan beberapa tindakan yang lebih 
merupakan pelanggaran tata kehidupan militer yang 
terdapat dalam KUHPM ke dalam KUHDM, akan 
merupakan perluasan kekuasaan Atasan Yang Berhak 
Menghukum (Ankum) dan sekaligus menambah beban 
Ankum, yang juga berarti akan mempersamakan tindak 
pidana dan pelanggaran disiplin. 
Penerapan pidana dalam lingkungan Militer dijalankan di tempat 
yang dikuasai/dipimpin oleh Militer dan lebih menitikberatkan pada 
pendidikan (rehabilitasi) dari pada penjeraan sedangkan untuk non-militer 
atau pada pidana umum dalam prakteknya lebih merupakan kebalikannya 
dengan menitikberakan pada penjeraannya.. 
Jenis pidana denda tidak dikenal dalam rumusan tindak pidana 
militer, tetapi tidak berarti bahwa kepada seseorang militer tidak mungkin 
dijatuhi pidana denda.  Karena bukankah pasal-pasal tindak pidana 
umum berlaku juga bagi seorang militer, yaitu melalui Pasal 2 KUHPM 
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kecuali mengenai tindak pidana tertentu (misalnya penyelundupan) dalam 
banyak hal adalah lebih bijaksana untuk menyelesaikan masalah 
sedemikian itu diselesaikan secara displin, sekiranya sudah dapat 
diperkirakan bahwa nantinya hanya dijatuhi pidana denda.  
Persamaan sistem yang dianut dalam KUHP yang juga dianut 
dalam KUHPM, adalah bahwa tindak pidana tambahan tidak boleh 
dijatuhkan berdiri sendiri, dengan perkataan lain pidana tambahan atau 
beberapa pidana tambahan hanya dijatuhkan bila dianggap perlu 
menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan.  
Jenis pidana tambahan yang tercantum pada pertama dan kedua 
dari KUHPM adalah murni bersifat kemiliteran (van zuiver militaire aard).  
Pada Hukum Pidana Umum (KUHP) pengaturan mengenai penjatuhan 
pidana tambahan digunakan sistem khusus, yaitu ditentukan mengenai 
dapatnya menjatuhkan pidana tambahan dalam pasal-pasal tertentu 
dalam Buku II KUHP (dan pasal-pasal tertentu dalam ketentuan hukum 
pidana umum lainnya). 
Ketentuan seperti itu tidak terdapat dalam Buku II KUHPM, karena 
sistem yang digunakan oleh KUHPM adalah sistem umum, yaitu 
memberikan kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim 
untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar penelitian bahwa benar-
benar terpidana itu tidak layak lagi berdinas sebagai militer (untuk pidana 
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tambahan ke-1) atau benar-benar tidak layak lagi tetap dalam 
kepangkatannya yang semula (untuk pidana tambahan yang ke-2). 
Dalam ketentuan KUHP terdapat pidana tambahan “perampasan” 
dan “pengumuman keputusan hakim” sedangkan dalam KUHPM tidak 
dikenal.  Hal ini berarti bahwa kedua jenis pidana tambahan tersebut tidak 
dikenal dalam peradilan militer. Pidana tambahan perampasan selalu 
dapat dijatuhkan asal saja memenuhi hal-hal yang ditentukan dalam 
Pasal 39 KUHP melalui Pasal 1 KUHPM, sedangkan pidana tambahan 
pengumuman keputusan hakim harus memenuhi ketentuan-ketentuan 
dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana yang 
bersangkutan, atau aturan-aturan umum lainnya melalui Pasal 1 dan 
Pasal 2 KUHPM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1     Jenis Penelitian 
 Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan masalah yaitu 
pendekatan yuridis normatif,  sehingga penulis menggunakan pendekatan 
peraturan perundang-undangan. 
 Metode penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menarik asas 
Hukum yang ada pada Hukum positif tertulis. Selain itu dilakukan 
penelitian terhadap pengertian dasar sistematik Hukum mengenai 
peristiwa Hukum atau hubungan yang terjadi di masyarakat dikaitkan 
dengan Undang-Undang yang berlaku untuk peristiwa Hukum tersebut. 
Kemudian dilakukan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan bahan-bahan kepustakaan untuk mencari informasi 
dan membuat kesimpulan dan permasalahan penilitian. 
3.2     Lokasi Penelitian  
 Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di 
Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai lokasi penelitian. Karena 
banyaknya kasus-kasus Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI 
yang sementara  ditangani ditempat tersebut.  
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3.3 Sumber Data 
 Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah : 
Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi literatur dan studi 
kepustakaan. Dalam penelitian ini, maka penulis hanya menggunakan 
sumber data sekunder melalui bahan Hukum.  Bahan Hukum yang 
dipergunakan dalam penelitian ini yaitu : 
3.3.1   Bahan Hukum Primer  
 Bahan yang mempunyai kekuatan Hukum mengikat seperti norma 
dasar, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang 
bersifat tetap dan mengikat (yuridprudensi). Bahan Hukum primer yang 
dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) 
2. Undang-Undang Nomor  39  Tahun 1947 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) 
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
3.3.2.  Bahan Hukum Sekunder  
 Bahan Hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan Hukum 
primer, bahan Hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam 
penilitian ini adalah mempergunakan berbagai referensi yang dihasilkan 
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oleh pakar-pakar dalam bidang pidana dan uraian yang diungkapkan oleh 
pakar tersebut dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas 
dalam skripsi ini. 
3.3.4   Bahan Hukum Tersier 
 Bahan Hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan Hukum 
primer maupun sekunder.  Bahan Hukum tersier yang digunakan adalah 
Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum. 
3.4      Pengumpulan Bahan atau Data 
 Merupakan prosedur yang diakukan sebagai proses atau kegiatan 
peneliti untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan guna 
mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi 
lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penellitian. Adapun prosedur 
pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan studi pustaka dari sumber utama bahan Hukum primer 
yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengumpulkan 
bahan Hukum sekunder berupa buku, jurnal, koran, serta bahan-bahan 
Hukum tertulis lainnya yang terkait dalam materi atau permasalahan yang 
dibahas dalam penulisan ini.  
 Selanjutnya dari masalah tersebut diolah dengan metode deduktif, 
yaitu menganalisa masalah yang bersifat umum kemudian disimpulkan 
sesuai dengan permasalahan yang ada. Dengan demikian dapat 
dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan dan saran-saran. 
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3.5.     Analisis Data 
 Setelah bahan kajian masalah yang dibutuhkan terkumpul, maka 
langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan jalan mengaitkan 
masalah yang diperoleh dengan peraturan-peraturan yang berlaku, 
sehinggah didapatkan suatu bahan kajian masalah dengan metode 
deduktif. 
 Metode deduktif adalah pola berfikir yang berawal dari fakta-fakta 
yang bersifat umum kemudian dibahas berdasarkan Hukum secara 
khusus dalam teori dan prakteknya untuk diteliti sehinggah analisis 
tersebut dapat dilaporkan dan disusun dalam bentuk skripsi ini. 
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BAB IV 
                               P E M B A H A S A N 
4.1  Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Tindak Pidana 
Insubordinasi oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 
Makassar  (Putusan Nomor : PUT/136-K/PM III-16/AD/VIII/2012) 
Bahwa hukum pidana menganut pembuktian materiil yang 
menuntut adanya perbuatan materiil yang melawan hukum, dimana 
dihadapkan dalam perbuatan seseorang terdapat perbuatan melawan 
hukum berupa tindak pidana Insubordinasi. 
   Bahwa perbuatan materiil yang dilarang menurut Pasal 106 Ayat 
(1) dan (2) KUHPM adalah berupa :  
a. Dengan sengaja menyerang dengan tindakan nyata 
terhadap seorang atasan.  
b. Dengan sengaja melawan dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap seorang atasan.  
c. Dengan sengaja merampas kemerdekaan untuk berbuat 
dari seorang atasan.  
d. Dengan sengaja memaksa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan kepada seorang atasan untuk 
melakukan atau mengabaikan sesuatu pekerjaan dinas. 
(Marjoto : 143-144).  
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Pengadilan Militer III – 16 Makassar yang bersidang di Makassar 
telah menyidangkan perkara pidana tingkat pertama pada tanggal 22 Juli 
2012 dalam perkara Terdakwa : 
Nama lengkap  :  SULTAN ARIEF 
Pangkat, Nrp   :  Praka, 31010691971279 
Jabatan    :  Tabak SLT Pokko Ton II Kipan B 
Kesatuan    :  Yonif 700/Raider 
Tempat tanggal lahir :  Sidrap Sulsel, 1 Januari 1975 
Jenis Kelamin  :  Laki-laki 
Kewarganegaraan  :  Indonesia 
A g a m a    :  Islam 
Alamat Tempat Tinggal :  Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis 
                                              Kemerdekaan Km. 13 Makassar 
Bahwa menurut Surat Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer 
selaku Penuntut Umum Nomor : SDAK/112/VII/2012 Tanggal 16 Juli 
2012, menyatakan bahwa Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai 
berikut : 
Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut 
dibawah ini, yaitu pada Hari Senin tanggal 21 Mei 2012, setidak-
tidaknya dalam Tahun 2012 di Mayonif 700/Raider Jln. Perintis 
Kemerdekaan KM 13 Kota Makassar, Sulsel, setidak-tidaknya 
ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-
16 Makassar telah melakukan tindak pidana :  
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Dakwaan Primair : 
“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang 
atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun 
memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 
melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, yang 
mengakibatkan luka”.  
Dakwaan Subsidair : 
“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang 
atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun 
memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 
melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.  
Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
1. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 21 Mei 2012 sekira Pukul 
15.00 para Personel/anggota Kipan B Yonif 700/Raider 
melaksanakan apel sore diambil oleh Danton II atas nama Letda 
Inf Usman untuk melakukan pembersihan (Korve). Selanjutnya 
Bintara Pelatih Kipan B atas Nama Sertu Syamsul Rifai membagi 
dua sektor korve, dalam pembagian sektor korve terdakwa, saksi 
Parka Arfan Pradja, Praka Saleh, Praka Beta, dipimpin oleh Saksi 
Sertu Syamsuddin mendapat tugas pembersihan Lapangan Tenis 
sedangkan yang lain Didepan kantor Mayonif 
2. Pada saat terdakwa bersama personel/anggota yang lain 
sedang melaksanakan korve, dari jarak sekitar 3 meter dari 
terdakwa (Praka Sultan Arief), saksi Sertu Syamsuddin datang dan 
mengatakan kepada terdakwa dan personel yang lain “Cepat kita 
pindah kedepan”, tetapi terdakwa bersama yang lain tidak mau 
pindah ketempat lain sehinggah saksi Sertu Syamsuddin menegur 
terdakwa bersama personel yang lain yang tidak mau pindah 
tersebut dengan mengatakan “lanjutkan pembersihan menyebar”. 
3. Bahwa saksi Sertu Syamsuddin karena merasa perintahnya 
tidak dihiraukan maka langsung mendatangi dan menegur 
terdakwa dengan berkata “Lanjutkan pembersihan cepat, selesai 
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kita pindah kedepan lapangan tenis karena disitu masih kotor” dan 
pada saat itu terdakwa mengatakan “Kalau Baton mau korve 
dilapangan tenis, Baton saja sendiri korve didepan, saya masih 
setia ditempat ini”, saksi Sertu Syamsuddin langsung kembali 
melaksanakan korve dilapangan tennis. 
4. Bahwa setelah Saksi Sertu Syamsuddin melaksanakan 
korve dilapangan tennis kemudian mendatangi dan 
memerintahkan kelompok terdakwa untuk pindah ke bagian depan 
diluar koridor lapangan tennis, tetapi perintah saksi tersebut tidak 
dihiraukan dan terdakwa hanya berdiri ditempatnya sambil 
mengatakan “tidak usah pindah Baton, disini masih kotor” lalu 
saksi Sertu Syamsuddin mengatakan lagi “tidak apa-apa sudah 
bersih itu, sedangkan didepan lapangan tennis masih kotor jangan 
sampai dicek”, tetapi terdakwa menjawab “tidak usah pindah, 
masih kotor”, lalu saksi mengatakan“kenapa kamu ekstrim terus 
sama saya?” dan dijawab oleh  terdakwa dengan mengatakan 
“saya tidak ekstrim”, selanjutnya saksi Sertu Syamsuddin tidak 
dapat menahan emosi dengan menggunakan tangan dari depan 
menepuk pundak tangan terdakwa yang kemudian berkata 
“Jangan pukuli saya Baton, saya tidak takut sama kita” lalu saksi 
Sertu Syamsuddin mengatakan “saya juga tidak takut, tidak ada 
saya pikirkan, saya masih remaja, kamu itu Sultan”. 
5. Bahwa pada saat itu terdakwa bersikap seolah-olah mau 
melawan saksi Sertu Syamsuddin sehinggah saksi secara spontan 
dengan tangan kanan mengepal meninju muka terdakwa yang 
juga secara spontan langsung membalas meninju muka saksi 
sertu Syamsuddin satu kali, selanjutnya terdakwa dan saksi 
dipisahkan oleh anggota personel yang lain yang melaksanakan 
korve, pada saat dipisah tiba-tiba terdakwa meninju muka Saksi 
Sertu Syamsuddin satu kali. 
6. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Sertu 
Syamsuddin merasa sangat keberatan dan mohon untuk 
diselesaikan sesuai ketentuan hokum yang berlaku. 
Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut 
telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam dengan pidana dalam pasal : 
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Primair : Pasal 106 ayat (2) KUHPM 
Subsidair : Pasal 106 ayat (1) KUHPM 
Menurut penulis, dari uraian kronologis fakta–fakta hukum diatas, 
Oditur Militer sudah tepat dengan menerapkan Hukum Pidana Materil 
sesuai  Dakwaan Primair : Pasal 106 ayat (2) KUHPM dan Dakwaan 
Subsidair : Pasal 106 ayat (1) KUHPM. Hal tersebut sama dengan 
pertimbangan Hakim Militer yang menyidangkan perkara tersebut, setelah 
mendengarkan keterangan para Saksi di persidangan dan dengan 
menyesuaikan fakta-fakta yang ada, lalu menyatakan Terdakwa tersebut 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Insubordinasi” yang akhirnya Majelis Hakim menerapkan Pasal 106 
ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Primair. 
4.2     Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada 
Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi oleh Anggota TNI di 
Pengadilan Militer III–16 Makassar  (Putusan Nomor : PUT/136-
K/PM III-16/AD/VIII/2012) 
4.2.1   Hakekat penjatuhan pidana bagi Prajurit TNI 
Pemidanaan bagi seorang Prajurit pada dasarnya merupakan 
suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan 
atau pembalasan, selama Terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas 
Militer selesai menjalani pidana. Bagi seorang Prajurit Militer (eks 
narapidana) yang akan kembali aktif melaksanakan tugas, pada 
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prinsipnya harus menjadi seorang Militer yang baik dan berguna, baik 
karena kesadarannya sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan 
yang diterima selama berada di Pemasyarakatan Militer.  
Oleh sebab itu, pemidanaan tidak mempunyai arti, apabila 
tindakan berupa pendidikan atau pembinaan tidak mempunyai manfaat 
dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat Militer. Terhadap 
Prajurit TNI yang akan dijatuhi pidana perlu adanya pertimbangan Hakim 
secara khusus tentang tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk 
dipidana,  selain itu harus diuraikan juga dalam sifat, hakekat serta akibat 
perbuatan Terdakwa untuk menentukan perlu tidaknya pidana tambahan 
pemecatan terhadap Terdakwa. 
Disamping itu Hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus 
memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997  tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Peradilan Militer 
merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk 
menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatiikan kepentingan 
penyelenggaran pertahanan keamanan negara. Dalam penjelasan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan untuk 
menyelengarakan pertahanan dan keamanan negara maka kepentingan 
Militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan 
perorangan. 
Penjatuhan pidana terhadap Prajurit TNI juga didasarkan penilaian 
Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa 
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sehingga dianggap tidak layak terjadi di lingkungan TNI dan dalam 
kehidupan kalangan Militer.  Kepercayaan yang diberikan kepada Hakim 
Militer tidak dapat dialihkan kepada Hakim Peradilan Umum dalam 
penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Penjatuhan pidana tambahan 
pemecatan oleh Hakim Militer harus tercakup dan tersirat dalam 
pertimbangan hukum putusan Hakim dan hal yang paling essensial 
apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan maka kehadiran terpidana 
nantinya dalam kalangan Militer setelah ia selesai menjalankan pidana 
akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat Militer. 
Pertanyaan yang timbul berapakah batas minimum jangka waktu 
pidana penjara yang dijatuhkan untuk dapat menambahkan pidana 
pemecatan?  Untuk menjawab hal ini Hakim didalam mempertimbangkan 
layak tidaknya Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam kalangan 
Militer, selain berpedoman kepada aspek sosiologis dan psikologis bagi 
Terdakwa,  juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan ketentuan interen dilingkungan TNI. 
Hakekat yang menjadi dasar mengapa Hakim sipil tidak 
berwenang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, 
hal ini disebabkan wewenang penjatuhan pidana tambahan pemecatan 
bersifat khas Militer dan menjadi kewenangan Hakim Militer, walapun 
mungkin terjadi bahwa seseorang Militer yang diperiksa dalam perkara 
koneksitas dan diperiksa di lingkungan peradilan umum pemecatan 
terhadap Prajurit dapat dilakukan mengingat dalam perkara koneksitas 
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Hakim Militer juga turut duduk dalam memeriksa dan mengadili perkara 
tersebut, sehingga penjatuhan pidana pemecatan dapat dilaksanakan. 
4.2.2   Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada 
Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi oleh Anggota TNI di 
Pengadilan Militer III-16 Makassar  (Putusan Nomor : PUT/136-
K/PM III-16/AD/VIII/2012) 
Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara secara umum, 
pertimbangan seorang Hakim dalam lingkungan peradilan militer adalah 
untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, maupun 
kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga 
tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam 
arti sebagai prajurit TNI harus dapat melaksanakan tugas yang diberikan 
kepadanya walaupun dihadapkan pada situasi yang bagaimanapun 
sulitnya, prajurit TNI harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada 
Pelaku tindak pidana Insubordinasi oleh anggota TNI di Pengadilan Militer 
III–16 Makassar  berdasarkan Putusan Nomor : PUT/136-K/PM III-
16/AD/VIII/2012,  dimana Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur 
Militer pada Oditurat Militer III-16Makasar Nomor : SDAK/112/VII/2012 
tanggal 26  Juli 2012 pada pokoknya didakwa sebagai berikut : 
Dakwaan Primair : 
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“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang 
atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun 
memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 
melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, yang 
mengakibatkan luka”.  
Dakwaan Subsidair : 
“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang 
atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun 
memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 
melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.  
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam 
dakwaanya tersebut diatas, mengandung unsur sebagai berikut : 
- Unsur kesatu: Militer 
- Unsur kedua: yang sengaja  
- Unsur ketiga :dengan tindak nyata, menyerang seorang 
atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, merampas kemerdekaanya untuk bertindak 
ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu 
pekerjaan dinas. 
- Unsur keempat:yang mengakibatkan luka.  
a. Unsur Kesatu : “Militer” 
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 
Yang dimaksud militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka 
yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan 
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diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam 
tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun 
sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Wajib Militer 
selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa). 
Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan 
Yustisiabel (masuk dalam Kewenangan)  Peradilan militer yang 
berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-
ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan 
Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai Anggota Militer/ 
TNI. 
Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah 
kekuatan Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur dalam 
berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU 
Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 
Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP 
(Nomor Registrasi Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam 
melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam 
sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi 
Kesatuan dan Atribut lainnya.  
Dari fakta diatas dengan demikian majelis hakim berpendapat 
bahwa unsur kesatu  “Militer”  telah terpenuhi. 
b.      Unsur kedua :  “yang sengaja” 
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Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mengemukakan 
pendapatnya sebagai berikut : 
Menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja adalah 
mengkehendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta 
akibatnya. 
Bahwa istilah “dengan sengaja” apabila digunakan dalam suatu 
perumusan tindak pidana, maka menurut doktin harus ditafsirkan 
secara luas yaitu :  
1) Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) berarti terjadinya 
suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul 
sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan 
pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.  
2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan 
(opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) yang 
menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau 
kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat-akibatnya 
yang merupakan salah satu unsur delik yang telah terjadi, 
dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus 
eventualis).  
3)        Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan disebut juga 
sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran 
ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si 
Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang 
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(beserta tindakan atau akibat-akibat lainnya) yang mungkin 
akan terjadi.  
Guna mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu 
termasuk ke dalam gradasi yang pertama, kedua, atau ketiga, 
maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku / 
Terdakwa itu sudah mempunyai niat / maksud atau tujuan untuk 
melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini adalah 
dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan. Jadi, 
prinsipnya adalah Terdakwa menyadari atas perbuatannya, 
dengan tindakan nyata, dan orang yang diserang adalah 
atasannya.  Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si 
Pelaku / Terdakwa itu sudah termasuk gradasi yang pertama, yaitu 
suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Disini 
diperlukan adanya hubungan yang erat antara kejiwaan/bathin 
dengan tindakannya. Di dalam praktek, sebuah putusan Hoge 
Raad (Mahkamah Agung di Belanda ) telah memutuskan bahwa 
unsur kesengajaan ada dalam hal pelaku telah mempunyai 
pengharapan tertentu.  
Namun memperhatikan rumusan Pasal 106 Ayat (1) 
KUHPM dengan menempatkan istilah “dengan sengaja” di depan 
kata kerja “menyerang” sesungguhnya adalah seorang bawahan 
harus mengetahui, baik dengan pasti maupun hanya persangkaan 
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saja bahwa yang dihadapinya itu adalah seorang Atasan, maka 
sudah memenuhi unsur kesengajaan dimaksud.  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari 
keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa 
yang diperkuat dengan alat bukti lain maka majelis hakim 
berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja” telah 
terpenuhi. 
c. Unsur ketiga :“dengan tindak nyata, menyerang seorang 
atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, merampas kemerdekaanya untuk bertindak 
ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu 
pekerjaan dinas”. 
Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mengemukakan 
pendapatnya sebagai berikut : 
Bahwa di dalam unsur delik ini mengandung beberapa alternatif 
perbuatan, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah 
satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta di 
persidangan yaitu “dengan tindakan nyata menyerang seorang 
atasan”.  
Yang dimaksud “dengan tindakan nyata” (feitelijk aanranden) 
adalah tindakan materil dalam wujud menggunakan suatu 
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kekuatan tenaga dari si pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran 
(sehinggah mencapai sasaran). Perbuatan tersebut dapat 
dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan harus 
mengenai atasan tersebut, atau setidak-tidaknya pakaian yang 
sedang dipakainya. Tidak menjadi persoalan apakah atasan 
tersebut menderita sakit atau tidak karena serangan itu. 
Yang dimaksud “menyerang atasan” adalah suatu perbuatan 
terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada 
bawahannya belum ada. Perbuatan tersebut dapat berupa 
perbuatan tangan, kaki atau badan. Misalnya : memukul, 
menampar, menendang. Menjegal, menuburkkan diri sendiri atau 
orang lain kepada dan harus mengenai atasan tersebut atau 
setidak-tidaknya mengenai pakaian yang sedang dipakainya. 
Yang dimaksud “melawannya (verzetten) dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan sebagai reaksi 
terhadap tindakan dari seorang atasan, yang dapat berupa 
menangkap seseorang bawahan yang diduga telah melakukan 
suatu tindak pidana, menggiring seseorang bawahan dari satu 
tempat ke tempat yang lain dan lain sebagainya.Dalam hal ini 
reaksi bawahan tersebut dapat berupa perlawanan dengan 
kekuasan yaitu berusaha melepaskan diri dari tangkapan tersebut. 
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari 
keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa yang 
diperkuat dengan alat bukti lain maka majelis hakim berpendapat bahwa 
unsur ketiga “dengan tindak nyata menyerang seorang atasan” telah 
terpenuhi. 
d. Unsur keempat :  “yang mengakibatkan luka”. 
Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mengemukakan 
pendapatnya sebagai berikut : 
Yang dimaksud dengan “mengakibatkan luka” adalah akibat dari 
perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada 
orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku 
(terdakwa), dimana kehendak atau tujuan tersebut harus 
disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa 
sakit atau luka kepada orang lain/diri orang lain.  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari 
keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa yang 
diperkuat dengan alat bukti lain maka majelis hakim berpendapat bahwa 
unsur keempat  “yang mengakibatkan luka”  telah terpenuhi. 
Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapatnya 
terhadap ketentuan Pasal 106 KUHPM mengenai Insubordinasi dengan 
tindakan nyata, yaitu bahwa tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan 
nyata terhadap Atasan termasuk ke dalam Bab tentang kejahatan 
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terhadap ketaatan, atau di dalam literature lain disebutnya sebagai 
kejahatan terhadap pengabdian, sedangkan teks aslinya disebut sebagai 
„misdrijven tegen de ondergeschiktheid’  yang diatur dalam Titel IV Buku 
II  KUHPM.  
Sesuai esensi pentingnya diatur kejahatan terhadap ketaatan/ 
kejahatan terhadap pengabdian, adalah bahwa militer atau Tentara 
Nasional Indonesia adalah suatu organisasi yang secara khusus 
diadakan, dan merupakan alat pengabdi bagi kepentingan-kepentingan 
bangsa dan negara. Perwujudan/bentuk pengabdian tersebut dalam 
kehidupan militer pada tingkat permulaan ditandai dengan penghormatan, 
ketaatan, dan sikap korek dari seorang bawahan terhadap seorang 
Atasan, dan bentuk ketaatan itu sifatnya mutlak, dalam arti ketaatan demi 
kepentingan bangsa dan negara.  
Dengan adanya perbandingan Atasan dan Bawahan dalam 
Militer/TNI, maka menimbulkan hak dan kewajiban.  Atasan memiliki hak 
dan kekuasaan untuk: 
- memberikan perintah-perintah kedinasan kepada bawahan;  
- menuntut (vorderen) ketaatan bawaan untuk menepati 
perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan 
tersebut; dan  
- mengadakan control atau pengawasan terhadap 
pelaksanaan perintah-perintah tersebut.  
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Sedangkan Bawahan memiliki kewajiban untuk membantu para 
Atasan didalam melaksanakan terwujudnya hak dan kekuasaan Atasan 
itu. Selain itu bawahan memiliki kewajiban untuk menghormati atasannya, 
baik lahir maupun batin di dalam dinas maupun di luar dinas. Agar 
terselenggara disiplin yang baik maka bawahan tidak dibenarkan untuk 
mengadakan toetsen (memeriksa, menguji) baik kepada 
kepemimpinannya maupun kepribadiannya. Kejahatan terhadap 
ketaatan/pengabdian selain menyerang kehormatan atau tubuh atasan, 
juga membangkitkan perasaan tidak taat kepada atasan.  
Bahwa bentuk-bentuk pengabdian kepada bangsa dan Negara 
dapat berupa peperangan dengan mengangkat/menggunakan senjata-
senjata ataupun mesiu-mesiu dalam mempertahankan kedaulatan 
negara, untuk itu diadakanlah kepangkatan dalam rangka 
terselenggaranya disiplin yang baik guna tercapainya tugas-tugas 
pengabdian dimaksud.  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis 
Hakim berpendapat bahwa dilihat dari segi disiplin dan ketaatan yang 
harus dipelihara dalam kehidupan militer, maka kejahatan insubordinasi 
dengan tindakan nyata merupakan kejahatan yang sangat berat, 
sekalipun perbuatan-perbuatan itu didorong oleh perasaan yang goncang 
dan nafsu yang tiba-tiba.  
Sehingga berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang 
merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim pada 
72 
 
Pengadilan Militer III-16 Makassar memberikan pertimbangan dan 
berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan 
bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Militer, yang 
sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan  terhadap 
atasan yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam 
dengan pidana menurut  Pasal 106 ayat (2) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Militer.  
Pertimbangan Hakim juga menilai sifat hakekat dan akibat dari 
perbuatan terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi antara lain : 
- Perbuatan terdakwa sangat melecehkan peraturan displin di 
Kesatuan terdakwa.  
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat memberikan dampak negatif 
bagi pembinaan personel/anggota lainnya di kesatuan 
terdakwa yang apabila tidak diberikan sanksi yang tegas akan 
ditiru oleh personel/anggota lainnya.  
Dari pertimbangan hakim tersebut diatas, penulis menilai bahwa 
majelis hakim pada Pengadilan Militer III – 16 Makassar dalam memutus 
perkara Insubordinasi tersebut sudah mempertimbangkan semua unsur-
unsur sesuai ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Materiil sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Militer (KUHPM). 
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Di sisi lain, Penulis menilai bahwa dalam penanganan suatu perkara 
tindak pidana militer, sama halnya dengan di peradilan umum yang 
berhak dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim 
dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses persidangan, seperti 
pada contoh kasus dengan pelaku Insubordinasi di atas, dalam hal ini 
hakimlah yang mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan putusan 
kepada pelaku Insubordinasi tersebut.   
Dalam menetapkan putusan, dasar seorang hakim adalah “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Dengan demikian, 
dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim 
bermunajat kepada Allah SWT.  Atas nama-Nyalah suatu putusan 
diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.  
Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek 
didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin 
ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai 
dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.  Oleh karena itu hakim 
tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus 
mempertanggung jawabkan putusannya. 
Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, 
seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan 
pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi 
terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca 
74 
 
motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan 
hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.   
Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu 
perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja 
sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan 
putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan atau pun 
meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim 
sampai pada putusannya. 
Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya 
dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian 
pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, 
bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat 
menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding 
maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan 
dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. 
Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak 
pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek 
tujuan, yaitu sebagai berikut: 
1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman 
suatu kejahatanyang dilakukan oleh pelakunya; 
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat 
pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana 
dikemudian hari; 
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3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh 
pelakunya; 
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu 
kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada 
saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam 
pergaulan masyarakat. 
Disamping hal-hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa 
Hakim pada kenyataannya dalam memberikan pertimbangan terutama 
terhadap perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas, 
karena mendapat tekanan dari opini-opini publik yang cenderung sudah 
memvonis seseorang bersalah walaupun perkaranya belum diputus oleh 
Hakim, pada akhirnya bisa saja sebuah putusan yang dilahirkan dianggap 
tidak adil dan dianggap bernuansa koruptif dan kolutif karena 
bertentangan dengan keinginan masyarakat.   
Secara umum anggapan itu adalah sah-sah saja, setidaknya ada 
alasan dari masyarakat yaitu telah hampir hilangnya kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga peradilan, disebabkan terbongkarnya 
berbagai kasus penyuapan yang melibatkan aparat  Pengadilan, terutama 
hakim.  
Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus 
mempertimbangkan kebenaran fisolofis (keadilan), kebenaran yuridis 
(hukum), dan kebenaran sosiologis (sosial). Disamping itu  seorang 
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hakim dalam membuat keputusan-keputusan harus bertindak adil dan 
bijaksana. 
Putusan hakim adalah merupakan produk bersama dari Majelis  
Hakim karena para Hakim secara bersama-sama melaksanakan 
pemeriksaan dalam mengadili suatu perkara dan selanjutnya 
mengadakan musyawarah di antara mereka. Musyawarah itu  harus 
didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam 
pemeriksaan di sidang serta dilakukan dengan cara-cara yang telah 
diatur oleh Undang-undang (Pasal 188 UU Nomor 31 tahjun 1997 tentang 
Peradilan Militer).  
Meskipun dalam musyawarah hakim tidak tercapai mufakat yang 
bulat,  tetap saja putusan tadi adalah merupakan produk bersama para 
Hakim. Seperti yang telah diketahui, dalam kegiatan musyawarah, setiap 
Hakim memberikan atau mengemukakan pendapatnya yang harus 
disertai dengan pertimbangan dan alasannya.  Dengan demikian, dari sisi 
ini jelas bahwa putusan Hakim adalah merupakan produk bersama para 
Hakim yang harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang merupakan 
pendapat terhadap kasus posisi yang dihadapi saat itu.  Pertimbangan-
pertimbangan tadi didasarkan kepada alasan-alasan yuridis akademik, 
dan fakta hukum yang ditemukan di sidang. 
Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu 
proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, 
pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan 
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tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa 
melakukan tindak pidana atau tidak, dengan tetap berpedoman pada 
pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan 
oleh pelaku pidana.  
Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim 
akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, 
pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat  negara 
yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah 
semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga 
didasarkan pada hati nurani. 
Dalam pada itu Undang-undang telah secara tegas pula mengatur 
bagaimana kerangka dan bentuk putusan sebagaimana kehendak Pasal 
194 dan 195 UU Nomor 31 Tahun 1997. Essensi dari pasal ini oleh 
KUHAP telah diatur pada Pasal 197 dan 199.  Bersamaan dengan itu, 
dari sisi pandangan pencari keadilan dan dari kacamata penegakan 
hukum putusan Hakim sudah semestinya dapat memenuhi rasa keadilan 
dan menjamin kepastian hukum. 
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                                              BAB  V 
                        P E N U T U P 
5.1 Kesimpulan  
1.      Dalam hukum pidana menganut pembuktian materiil yang menuntut 
adanya perbuatan materiil yang melawan hukum, maka penerapan 
hukum pidana materil sesuai Pasal 106 ayat (2) KUHPM dalam 
tindak pidana Insubordinasi oleh anggota TNI di Pengadilan Militer 
III–16 Makassar sudah tepat, dimana dihadapkan dalam perbuatan 
seseorang Terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum 
berupa tindak pidana Insubordinasi, yang dengan sengaja 
menyerang dengan tindakan nyata terhadap seorang atasan.  
2.     Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek,  
mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin 
ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil.  Oleh 
karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, 
melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan 
putusannya. Disamping itu, seharusnya putusan hakim tersebut 
berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa 
memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.  
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3. Pertimbangan hakim tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan 
bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah 
yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan 
yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan 
untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun 
kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan 
dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.  
5.2 S a r a n 
1. Setiap komandan pada masing-masing kesatuan TNI, disarankan 
untuk mempunyai kiat sendiri atau strategi pembinaan dalam 
menghadapi para anggotanya yang dikategorikan pernah 
melakukan pelanggaran tugas atau melarikan diri dari kewajiban, 
serta disarankan lebih melihat lagi pribadi masing-masing anggota 
agar mengetahui permasalahan yang dihadapinya anggotanya, 
sehingga bisa menekan angka tindak pidana Insubordinasi yang 
dilakukan oleh anggotanya. 
2.  Hakim Militer dalam memutus suatu perkara disarankan untuk lebih 
mempertimbangkan kebenaran fisolofis (keadilan), kebenaran 
yuridis (hukum), dan kebenaran sosiologis (sosial)  dengan harapan,  
seorang Hakim dalam membuat putusan dapat bertindak adil dan 
bijaksana agar memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian 
hukum. 
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